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PHMERINTAH KAMilPATHN MUKOMUKO

PERATURAN DANRAH KABUFATEN MUKOMUKO
NOMOR to TAHIJN 2CI09

TfiNTANG

PERUEAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOfu1UKO NOMOR 16 TAHT.IN 2OC7

TENTANG ORGANISA$I DAN TATA KFRJA DINAS DAERAH .

Menimbang

KABUFATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHIVXAT TUHAN YANG MAHA HSA

SUPATI t1s{UKOl\qUKO'

: a. bahwa Peraturan Pcmerintai"r Nomor 08 Tahun 2003 tentqng
Pedoman Srganisasi Perangkat Daerah telah dicabut yarlg
diganti dengan Peraturan Pemerintah l.lomor 41 Tahun 2407
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu
menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Mukomuko;

b. bahwa guna melakEanakan ketentuan tersebut pada huruf a
diatas dipandang perlu menata kemhrali Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;

c. bahwa bei"dasarkll* pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b cii atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Or-ganisnsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten l'4r: k*m trko.

'. 1. Pasal 18 r:yat (fl) Jndri"rq-LJndang {lasar Negara Repubtik
indonesia Tahiin 1t-:/ 5;

2. LJnclang-Urreiang Ncinor 03 Tehun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten f:,.'lukontuko, Kabupaten Seluma dan Kabupeien
Kaur dalani irtcpinsi Berigkulu (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nonror 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia hiomcr 4'266);

fulengingat
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perr-rndang-undangan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 20CI4 Nomcr 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia lrJomcr a3S9);

Undang-Undang Nonror 32 Talrrin 2004 ientang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun ZOA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor M37) sebagairnana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor B TahLrn 2005 terrtang Penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti tJndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentaitg Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
20A4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a5a8);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor
125, fambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Peme rintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Femerintahan Antara Pemerintah,
Penrerintah Propinsr, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20A7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubfik
Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2A07
tentang Petunj':k Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah.
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9.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NATRAH KI\SUPATEN MUKOMUKO

DAf'l

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 16 TAHUN 2OO7 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUKOI,IUKO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Oi'ganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah l(abupaten Mukomuko (Lembaran Daerah
Tahurr 2007 Nomor 74), yang telah mengalami perubaharr dengan Peraturan Daerah
Non,or 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahurr
2007 lentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten trrlukomuko
(L embaran Daerah Tahun 2008 Nomor 99) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut i r,

1. Nomenklatur dalam Pasal 3 Angka 1, Angka t huruf f diubah sehingga Pasat 3
Angka 1, Angka t huruf f berbunyi .

1. DINAS PENDIDIKAN

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Bina Ptoqta'.''
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d. Bidang Pendidikan Dasar I

- Seksi Kurikulum

- Seksi Ketenagaan

- Seksi Kesiswaan

e. Bidang Pendidikan Menengah

- Seksi Kurikulum

- Seksi Ketenagaan

- Seksi Kesiswaan

f. Bidang Pendidikan Luar $ekolah (PLS)

- Seksi Kurikulum dan Kelembagaan

- Seksi Ketenagaan

- Seksi Pembinaan Warga Belajar

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

ir
2. Nomenklatur yang dibunyikan dalam Pasal 3 ,Angka 4 diubah sehingga Pasal 3

Angka 4 berbunyi :

4. DINAS KOOR.DINASI KELUARGA BERENCANA. KEPENDUDUKAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

3. Nomenklatur Seksi-seksi yang dibunyikan Pasal 3 Angka 5 huruf e di Bidang ,

Pengairan di Dinas Pekerjaan Umum diubah sehingga Seksi-seksi dalam Pasal 3v Angka 5 huruf e berbunyi :

e. Bidang Pengairan

- Seksi Sungai, [Janau, dan Pantai

- Seksi lrigasi dan Rawa

- Seksi Operasional dan Pemeliharaan

4. Nomenklatur yang dilrunyikan untuk Eidang Kelautan dan Seksi-seksinya dalam
Pasal 3 Angka I huruf d dan Nomenklatur Seksi-seksi di Bidang Peternakan
sebagaimana dibunyikan Angka I dalam huruf f di Dinas Kelautan, Perikanan dan
Petemakan diubah sehingga Pasal 3 Angka B dalam huruf d dan dalanr huruf f
berbunyi :
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d. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)

- . Seksi Pembei'dayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

- Seksi Tata Ruang Pesisir dan Laut

- Seksi Pengawasan dan Perlindunjan Kekayaan Laut

f. Bidang Peternakan

- Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet

- Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran llasil Peternakan

- Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal Peternakan

5. Ketentuan di dalam Pasal 3 setelah A,ngka 10 (sepuluh) sebagaima telah diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2A07 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 74)
ditambah 2 (dua) Angka yakni Angka 11 dan Angka 12 sehingga Angka 11 dan
Angka 12 berbunyi sebagai berikut :

11. DINAS PERHUBUNGAN DAN KOT'UNIKASI

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Seksi Anggaran

- Seksi Perbendaharaan

- Seksi Pembukuan der Vcfrfrlcasi

d. Bidang Perhubungan llarnt

- Seksi Ma,rajemen Laiu Lirtta:i dan AngkLrtan Darat

- Seksi Prasarana AngkLtlan l]arat

- Seksi Keselamatan dan Pencendalian Operasional

i.
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e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara 
:

- Seksi Perhubungan Laut

- Seksi Perhubungan Udara

- Seksi Pengendalian, Pengawasan Perhubungan Laut dan Udara

f. Bidang Komunikasi

- Seksi Komunikasi dan Telekomunikasi

- Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi

- Seksi Pengendalian, Pengawasan Komunikasi dan Telekomunikasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h, Unit Pelaksana Teknis Daerah

12. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian KePegawaian i'
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- SeksiAnggaran

- Seksi Perbendaharaan

- Seksi Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang KePemudaan dan Olah Raga

- Seksi Pembinaan Generasi ltiluda

- Seksi Pembinaan Olah Raga

- seksi organisasi Kepemudaan dan olah Raga Berprestasi

e. Biding KebudaYaan

- Seksi Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

- Seksi Pembinaan Seni dan BudaYa

- Seksi Pelestarian Cagar BudaYa

f. Bidang Pariwisata

- Seksi Promosi dan Kerja Sama Pariwisata

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

- Seksi ObYek dan DaYa Tarik Wisata

':rFffiu6 Tahun2009



Kelompok Jabatan Fungsi*nal

Unit Pelaksana Teknis Daerah

6. Ketentuan Lampiran sebagaima telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas l;aerah
Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 74), dan peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 20CI8 teniang Perubahan Atas peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor gg),
diubah sebagaimarta perubahan yang tercantum dalam Lampiran I dan ll peraturan
Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah
ini.

Fasal li
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini brerlaku Peraturan Daerah Nomor'16 Tahun

2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko
(Lembaran Daerah Tahun 2007 l,lonror 74), dan Peraturan Daerah Nomor\7
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Mukonruko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor gg),

dinyatakan masilt tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti berdasarkan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah rrri herlaku semua peraturan pelaksana dari
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lenrbaran Daerah Tahun 2AO7 Nomor
74), dan Peraturan Daerah Nomor'17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun ZA0Z tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 99), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau brelum diganti berdasarkan ketentuan Peraturan
Pelaksana dari Peraturan Daerah ini.

g.

h.
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(3) Peraturan Daerah ini berraku sejak tanggar diu;rdangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI

Mukonruko

09 februari 2009

MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di,Vukomuko
Pada tanggal 09 lebruari ZOOg

SEKRETARIS RAH KABUPATFN MUKOMUKO

I NtP. 110t33163

LEMBARAN H KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : ll0
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i,

reRG/,,+
{i&t
!tuf-Itri:SET-DA



LAMPIRAN I : PERDA KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR LA TAHUN 2OO9
TANGGAL 0g tcbruari 2009

KEDUDUKAN, TUGA$ POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

I. DINAS PENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana feknis bidang Pendidikan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dirras Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan,
i,

2. )alam melaksanakan tugas sebagaimana drmaksud poin 1 diatas, Dinas

Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup

tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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II. DINAS KOORDINASI KELUARGA NTRENCANA, KEPENDUDUKAN DAiI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

"

A. KEDUDUKAN

Dirras Koordinasi Keluarga Berencar,a, Kependudukan dan Pemberdayaan

Perempuan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Koordinasi Keluarga

Berencana, Kependudukan dan Pen''berdayaan Perempuan yang dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang i:erada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

4 . Dinas Koordinasi Keluarga Berencana, Kependudukan dan

Pemberdayaan Perempuan rnempunyai tugas melaksanakan kewenangan

dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud poin 1 diatas, Dinas

Koordinasi Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pemberdayaan

Perempuan menyelenggarakan fungsi .

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
ir

Penyelenggaraan Pelayanarr ilmum sesuai dengan lingkup tugasnya,

Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,

Pembinaan terhadatr unit r:'elaksana ieknis dinas dalam lingkup

tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas ialn yang cjrnerikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

III. DINAS PEKERJAAN UMUM

A. KEDUDUKAN

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pekerjaan

Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupaii melalui sekretaris Daerah.

Tahun 2049
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B. TUGAS DAN FUNGSI

1, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalarr melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin '1 diatas, Dinas

Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup

tugasnya;

e. Melaksanakan tugastugas iain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

IV. DINAS KELAUTAN, PERIKANAI.{ DAN PETERNAKAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan unsur pelaksana Teknis bidang

Kelatttan Perikanan dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertangguncjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Kelautan, Perikanan Can Peternakan mempunyai tugas

melaiisanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Kelautan, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pela';ianan ui'num sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan trigas sesuai dengan lingkup tugasnya,

d. Pembinaan terhadap unit p*laksana teknis clinas dalam lingkup
tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-iugas laiir yarrg diberikan Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

ir
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V. DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUI'IIKASI

A. KEDUDUKAN

Dinas Perhubungan dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana Teknis

bidang Perhubungan dan Komunikasi yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas nrelaksanakan

kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Perhubungan di.rn Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam

i,

lingkup

tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

VI. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, ;{EBUDAYAAN DAN PARIWISATA

A. KEDUDUKAN

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur

pelaksana Teknis bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

yang dipinpin oleh seorang Kepa a Dinas yang berada dibawah dan

be,langgungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan

pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas

Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnl'a;

b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup

tugasnya;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinYa. $,

UKOMUKO.

PE?DA. Kab. Mukomuko Tahun 2009



ai

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

SEKSI
AHGGARAH

LAMPIMN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : l0 TAHUN 2oO9
TANGGAL I 09 fcDr{sri zOOg

KEPALA DINAS

SUBBAG
BINA PROGMM

BIDANG PENDID':MN
MEHENGAH

gIDANG PENDIDIKAN
DASAR

BIDANG PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH (PLS)

sIDANG
KEUAHGA'1

PERBEIIDAHARAAN



IAMPIRAN II : PERATURAil DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : IO TAHUN 2OO9

TANGGAL : 09 Fabruarr 2009.

KEPALA DIT'IAS

BIDAT{G
PEMEERDAYAAN PEREI'{PUAN

D,AN PERLTNDUNGAN ANAK

SEKSI
PELAYANAN

KEPENDUDUKAN

BIDANG
KEUANGAN

BIDATIG
KELUARGA AERENCAHA

BIDA}IG
KEPENDUDIJKAN DAI'I

CATATA}I SIPIL

SEXSI
IIIJTASI DAII

PENGENDALIAN
PENDTJDUK

SEKSI
ANGGARAN

SEKSI
PEiliAERDAYAAN

PEREMPUAN

{
+



rrlvns pexenrAAN UMUM

LAMPIRAN II : PEMTURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : IO TAHUN 2OO9

mneeAt : 09 F<lruan ZOOS

KEPALA DINAS

-;;;__l
JABATAH

FUNGSIONAL

SEKSI
PERBENDAHARAAN

SEKRETARTS

BIDANG
BIITA MARGA

{

SUBBAG
uMUl.l

BIDANG
CIPTA KAR.YA

BIDAHG
PENGAIRAN



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR Z IO TAHUN 2OO9
raneell : 09 Tahudri Zuog

BIDANG
KEUANGAN

SEKSI
PERBENDAHARAAN

KEPALA DINAS

BIDANG
PETERNAK.AN

BIDANG
KP3K

SEKSI
KESEHATAN HFWAX DAN

KESt4AVET

SEKST
PRODUKSI, PENGOIAHAN DAN

PET',IAsARAN HASIL
PETERNAI(IN

BIDANG
PERIKANAN

SETSI
PENGAWASAT{ DAN

PERLIT{DUNGAN
KEKAYMT.I LAUT

UPTD



4",

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATE|T MUKOMUKO

NOMOR : IO TAHUN 2OO9

SUBBAG
KEPEGAWAIAAN

SUBBAG
BINA PROGRAII'I

BIDANG
PERHUBUNGAN DARAT

sExst
PERGENDALIAN,

Pf 
'TGAWASATI 

PERHUBT'NGAN
LAUT DAN UDANA

4

,ffi

SUBBAG
ul.rult

BIDANG
KOMUNIKASI

BIDANG
PERHUBI'IIGAN T.AUT

DAt{ UDARA
BIDAHG

KEUANGAN

SEKSI
AIIGGARAN



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUOA, OLAH R^AGA

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BIDANG
KEUANGAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 2 l0 TAHITN 2OO9
TANGGAL : 09 TCbTUATi 2(l(lt|

SUBBAG
UMUM

EIDANG
KEBIJFAYA,AN

SUBBAG
EINA PROGRAH

BIDANG
KEPEMUDAAH DAN

OLAH RAGA

BIDANG
PARIWISATA

PEIVIEIHAAN sET{I DAN

PELTSIARIAN CAGAR
BUDAYA

6) Li




